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PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 5B TAHUN 2015

TENTANG

TA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET '

-Slimbang

i TAK BERWUJUD PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA KENDARI

S

bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik. Negara/Daerah,
penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka
penyusunan  neraca Pemerintah Daerah
dilakukan dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan; _

béhwa Standar  Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual, a’sét yang digunakan oleh
pemerintah, termasuk aset tak berwujud,
mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa
terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk
penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan ,manfaét ekonnomi atau potensi jasa
dari suatu aéet tak berwujud;

bahwa agar ‘entitas Pemerintah Daérah dapat
melakukan = amortisasi Barang Milik Daerah

berupa-‘-'g':isgpl ﬁtak"bei'wujud .secara efisien, efektif,

dan optiﬁlal_;;jdipérlukan'L—aii_danya suatu pedoman

yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota

Kendari;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari
tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerin:cah Daerah.,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang

. e Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia nomor 3602);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42865);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (LemBaran Negara Republik
Indonesia- tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014. Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5578)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahuﬁ 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran ,Negara' Republik Indonesia
Nomor 5679 ); o

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia
Nomor 4609) Sebagaimana telah diubah Dengan




enetapkan

| pnprimare e

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4855);

. Peraturan Pemerintah Notnor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara R'épublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013

Nomor 7);

MEMUTUSKAN;

R

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG
TATA CARA -AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS
PEMERINTAH DAERAH




BAB1
KETENTUAN UMUM

. e Pasal 1

) Peraturan Walikota ini yang dunaksud dengan:

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur
. Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan
Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi. .
il Walikota adalah Walikota Kendari. )

‘Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah
‘ semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Bélanja Daerah atau berasal dari perolehan
lﬁnnya yvang sah.

‘Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang
selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non
keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau

tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk
tetapi  tidak terbatas pada hasil kajian /penelitian  yang
memberikan manfaat jangka pahjang Perangkat Lunak
[software) Komputer, Lisensi‘ Waralaba (franchise) Hak Cipta
I(copynght) paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.
Perangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang
- bukan merupakan bag1an tidak: terp1sahkan dari perangkat
keras (hardware) kornputer tertentu, sehingga dapat digunakan di
komputer atau jenis hardware 1a1nnya R

Waralaba (Franch1se) adalah penkatan yang salah satu pihaknya
' d1b_er1kan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dan
 kekayaan intelektual atau péfteml_:.—a.n dan ciri khas usaha yang
- dimiliki ,pihak lain :dengan suatu  imbalan berdasarkan
persyaratah‘ yang ditetapkan oleh pihak lainh tersebut dalam
rangka pehyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Hak Cipta (Copyright) adaiah hak eksklusif yang diberikan
kepada pemegang hak cipta yang timbﬁ_l. secara otomatis
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berdasarkan prinsip del‘cliaratif setelah suatu ciptaan, berupa
setiap hasil karya cipta di bidéng ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, , kecekatan, . keté;.';l.:npllan " atau keahlian yang
diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau dipublikasikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak
| Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksahakan
hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan
syarat tertentu. '

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada

' seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara
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bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam

3
f kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi
4 dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan
;1 pengembangan produk atau proses. '

‘ ? . Standar _Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang
ﬁ ’selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual, adalah SAP yang
% mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
i

5

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pémbiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBD. .

SN, Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang

vi selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan
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i Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa
| manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak
Berwujud yang memiliki masa manfaat. terbatas.

, Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan- untuk
aktivitas pemerintahan dan/ atau pélayanan publik atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas peniermtahan dan/ atau pelayanan publik, yang
dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

. Pengelola . Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebgaka.n dan pedoman serta

melakukan pengelolaan BMD

paat Il B




Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMD. .

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

dengan sebaik-baiknya. \

\% Laporan Keuarigan adalah bentuk pertanggungjawaban

;E Pemerintah atas pelaksanaan. Anggaran Pendapatan dan

3 Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan

- 4 Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Operasional yang selaﬁjut‘nya disingkat LO, adalah
é laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

o a menambah ekuitas dan. penggunaannya yang dikelola oleh

M Pemerintah . Daerah. untuk kegiatan penyelenggaraan

‘? pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.

i 'i{’ Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE,

E adalah Iaporan yang menyajikan informasi kenaikan atau

4 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. .

4 Neraca adalah laporan yang menyajikan informési posisi

keuangan pemerintah, yaitu aéet, utang,: dan ekuitas dana,

| pada tanggal tertentu.

BAB II _
- RUANG LINGKUP .. __ . .

R I B -_-_-_:::-P-a.s—-al- 2—, appagisnemd s dus

| Peraturan Walikota ini merigatur‘ Afnortiéasi terhadap Aset
Tak Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam

- rangka pengelolaan BMD, yang berada  pada Pengelolaan
Barang dan Pengguna Barang.

| Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi : '
a. Objek Amortisasi;




Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat jcliamortisal.'e:i;

5‘_ t. Masa Manfaat;

i Metode Amortisasi;

Penghitungan dan pencatatan dan

" Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

s
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Pasal 3

e e

dbrtisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan’ untuk :

menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan
manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan
" ‘M Pemerintah Daerah.

mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan
sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan
masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.
memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis
dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja

e e
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. modal untuk mengganti atau menarnbah Aset Tak Berwujud
yang sudah dimiliki. '
3
i BABIII
i OBJEK AMORTISASI _
" Pasal 4
i :
,54 Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang
.l memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi :
N .a.l Perangkat Lunak (Software) Komputer;
b. Lisensi;
; Waralaba (Franchise);

‘ '“f d. Hak Cipta (Copyright); dan
‘M e, Hak Paten.

| Amortisasi. tidak dilakukan terhadap :
a.' Aset Tak Berwu_]ud yang d1nyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang7undangan di bidang Hak Cipta

Bt
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(Copyright) dan telah. diusulkan kepada Pengelola Barang
atau Pengguna Barang sesuai dengan. ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
pendelegasian kewenangan untuk dilakukan
penghapusannya; dan ‘ o

Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan atau rusak
berat yang telah diusulkan kepada Péngelola Barang atau
Penéguna Barang sesuai dengan kétentuan peraturan
perundang-undangan dibidang pendelegasian
kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan
Pemusnahan atau penghapusan

Pasal 5

g Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a:

direklasifikasi kedalam Daftar Barang Hilang;
tidak lagi disajikan dalam Neraca ; dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik

Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan.

\Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke

dalam Daftar Barang Hilang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka

Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang

Hilang;

Pasal 6

| Aset Tak Berwujud dalam kondisi. usang dan/ atau rusak

beratsebagaimana d1maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b :

d1rek1as1fika81 ke dalam Daftar Bara_ng Rusak Berat;

.- tidak 1ag1 disajikan. dalam Neraca, dan

d1ungkapkan dalarﬂ Cata.tan atas Laporan Barang
Milik Daerah dan Cataj:an ‘atas Laporan Keuangan.

| Dalam hal Aset Tak Berwujud yang -telah direklasifikasi ke

dalam Dé.ftai'"Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud
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Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai

yang tercatat dalam pembukuan.

Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal
31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilaj
perolehan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai
estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai
akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai
Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan
tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan
Amortisé.si. . ,

Penambahan atau penguraigan kualifas dan/atau nilai Aset
Tak Berwujud sebagaimana . dimaksud pada ayat (1)
melipﬁti- penambahan dan pengurangan yang memenuhi
kriteria sebagaimana diatur. dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan.

- Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud
sebaga1 akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut
diperhitungkan dalam nilaj yang dapat dilakukan
Ammortisasi. '

|_Penurunan_nilai sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) apabila

nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kernbali,
antara lain- akibat adanya" penurunan nilai pasar, manfaat
ekonomi yang diharapkan diperoleh.. tidak dapat dlperoleh
perubahan' teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud
tidak dapat dimanfaatkan, dan- perubahan kebijakan

penggunaan slstem.




Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak -Berwujud sebagai
a.kibélt koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh
fkesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari,
| maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset
Tak Berwujud tersebut,. yang meliputi ;

a. Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;

e e
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g b. Nilai Akumulasi Amortisasi; dan
c. Nilai Beban Amortisasi. .

- f Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
f mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan
tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula
'j terhadap akun ekuitas.
4

‘,‘,'.
9 | Pasal 12

‘M Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak
Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan
sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka
.l dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Amortisasi dan
A acun akumulasi- Amortisasi. .

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak
Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan
;' perio&e sebelum tahun . anggaran berjalan, maka dilakukan
penyesuaw.n terhadap "'akun akumulas1 Amortlsas1 dan akun
] " ekuitas,” DA
- Dalarn hal ter_]ad1 perubahan - n11a1 Amort1sas1 Aset Tak
Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan
sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan sebelum
tahun anggaran berjalan, maka .dilakukan penyesuaian

terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi,

dan akun .ekuitas.

T




-~ Pasal 13

jPenentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap
 unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
| Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
‘buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.

Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku

semesteran dan tahunan.

" Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayaﬁ
. (3), untuk Amortisasi pertama kali, nilai ya.rig dapat diamortisasi
didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum
diberlakukannya Amortisasi.

BAB V
MASA MANFAAT
Pasal 14 ‘

Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud  dilakukan

dengan memperhatikan faktor prakiraan:
‘a. daya pakai;

b. tingkat keusangan; dan
c. ketentuan hukum atau batasan sejenis léinnya atas

pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut.

Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal

penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub

y kelornpok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penggolongah dan kodefikasi BMD.

Masa Manfaat Aset Tak Berwu_]ud t1dak dapat dilakukan
perubahan. ’
Dikecualikan dari ketentuan: éebagaima.na dimaksud pada ayat
(3), pembahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat

- dilakukan dalam hal :

& terjadi- pengembangan:l"Aset Tak _-Berwujud yang
menambah Masa Manfaat ‘atati" kapasitas manfaat;

atau
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b. terdapat kekeliruan dalam . Penetaparnn Masa Manfaat
Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian
hari. '

Pasal 15

Masa Manfaat Aset Tak. Berwujud dapat diusulkan untuk
diubah ocleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan
kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan
kondisi . Aset Tak Berwujud - .

Usulan perubahan sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal terjadi sebab- -sebab yang secara normal dapat
diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset tak
Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud. _
Perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama
Walikota, setelah terlebih dahulu berkoord1nas1 dengan SKPD

Pemerintah Kota kendari,

BAB VI
METODE AMORTISASI

Pasal 16

| Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan déngan menggunakan

metode garis lurus.
Metode garis lurus sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan

Amortisasi atas Aset Tak Berquud secara merata setiap

- semester selama Masa Manfaat

Perhitungan atas metode garis lurus sebégaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per
periode, dengan formula sebagai berikut i .

Nilai yang dapat diamortisasi

Amortisasi per periode =
Masa Manfaat




BAB VII _
PENGHITUNGANDAN PENCATATAN
Pasal 17

Pénghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud
dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang;

| Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud
- dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang;

Dalam hal di lingkungan Kuasa Pengguna Barang dibentuk unit,
~) {4l pembantu penatausahaan, penghitungan dan pencatatan
"M Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh unit pembantu
penatausahaan; _

Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak
' Berwujud yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan
‘-f‘..f;a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Kuasa
f | Pengguna Barang; |
Hasil penghitungan dan per’icatatan Amortisasi Aset Tak
-Berwujud yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada_aya.tt (2) dan hasil penghimpunan
yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

| dnnaksud pada ayat (4)- d1h1mpun oleh Pengguna Barang.
Pasal 18

Pénghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud
dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
" ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak
Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset
' Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya  dapat.
di%)érgﬁnakén. bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.
B Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak
Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 {satu) unit
B Amortisasi - Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku

beserta akumulasi amortisasinya  dialokasikan secara
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proporsional berdasarkan nilai maSing-masing Aset Tak
Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi
| selama sisa Masa Manfaat.

Pasal ]_.9

| Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud
dilakiikan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya
' @ nilai ;esid_ﬁ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1), |

8 Penghitungan dan penéatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud
‘dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan

j pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

| Penghitﬁngan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak
diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.

Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca

dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak. Berwujud s.ampai dengan

Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB VIII
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 20

Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap semester disajikan

| sebagali :

} a.

beban Amortisasi dalam LO = entitas akuntansi/ entitas
pelapo.ran; dan i

akumulasi Amort1sas1 dalam .. Neraca entitas
akuntans1/ent1tas pelaboran berdasarkan SAP Berbasis
Akrual. .. T LT

| Akumulasi’’ Amort1sa31 sebagmmana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan faktor . .pengurang atas nilai Aset Tak

| Berwujud yang d1sa_11kan dalam Neraca.
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Pasal 21

Penyesuaian = atas perubahan  nilai Aset Tak Berwujud
W scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari :
a beban Amortisasi d1saj1kan dalam LO; dan

b. akumulasi Amortisasi® dlsajlkan dalam Neraca.
Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari :

a- akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan

' b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.

‘ Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri
dari : '

a. beban Amortisasi disajikan dalam LO;

b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Néraca; dan

| C. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.

' Pasal 22

formasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan
arn Catatan atas Laporan Barahg Milik Daerah dan Catatan atas
poran Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :

 nilai Amortisasi periode berjalan;

periode Amortisasi; |

metode Amortisasi yang digunakan;

Masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan;

nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan
‘akhir periode; dan

penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan
“akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak
| Berwujud.

| Pasal 23

| Aset Tak Berwujud yang seluruh. nilainya telah dilakukan
Amortisasi dan secara teknis’ masili “dapat dimanfaatkan tetap




disajikan di Neraca dengan menun_}ukka.n nilai perolehan dan
akumulasi amortisasinya.

Lj Aset Tak Berwujud sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) dicatat
'-=':_! dalam akun  Aset Tak Berwujud dan  diungkapkan dalam
il Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas
-/ Laporan Keuahgan.

- Pasal 24

Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah
3 diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan;
Penghapusan terhadap Aset Tak iBerw'ujud sebagaimana
-dimaksud pada ayat - (1) mengikuti ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
/98 Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

" BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

la saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

Aset Tak Berwujud yang diperoléh sebelum diberlakukannya

Amort1sas1 Aset Tak Berwujud, dikenakan korekm Amortisasi Aset

Tak Berwujud. ,

Koreksi Amortisasi Aset Tak Berquud sebaga1rnana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari :

| 2. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi

..'Amortisasi dan pengurang nilai- ekuitas pada Neraca;

b diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode

| diberlakukannya Amortisasi; A

c. dikecualikan wuntuk Aset Tak Berwujud yang sudah
dihapuskan pada akhir sex_‘ﬁe'ster sebelum diberlakukannya
Amortisasi Aset Tak Berwujud.
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_ BAB X
: KETENTUAN PENUTUP
: Pasal 26

* crapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak
Fvujud pada Entitas Pemerintah Daerah Kota Kendari berdasarkan
: '

-'P Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota

dllaksanakan mulai Tahun Anggaran 201 5

Pasal 27

raturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal d1undangka.n
»’ or setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

raturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

f_ ta Kendari

4
1 Ditetapkan Di Kendari
’ pada tanggal %l- 12 - 2015
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